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Abstrak
 

Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang bertujuan membantu konsumen yang memerlukan rumah untuk

dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit perbankan. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank

Persyarikatan di Purwakarta terdapat "bargaining position" yang tidak seimbang antara konsumen dengan

pihak bank, yang terasa berat dengan adanya pencantuman klausula baku dan tidak sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam

perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan, sehinga berada dalam posisi "take it or

leave it".

Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai penerapan dan akibat hukum klausula baku dalam Perjanjian

Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan serta peran pemerintah dan notaris berkaitan dengan penerapan

klausula baku tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga Hukum Perdata.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif,

menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk

melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa informan terkait.

Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan para

pihak dan tidak ada paksaan, kekhilafan serta penipuan. Dalam Perjanjian KPR Bank Persyarikatan ada

beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak

memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan

akibat hukum yaitu batal demi hukum. Peran pemerintah diperlukan dalam pengawasan dan penerapan

klausula baku dalam Perjanjian KPR, yaitu dengan didaftarkan di instasi yang berwenang. Peran Notaris

juga diperlukan dengan cara bertindak profesional dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak.
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